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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 12 TAHUN  2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 

TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK 
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,               

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perlu menetapkan 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan 
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4633); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

5. Undang-Undang Nomor  8 Tahun  2012  tentang  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 01 Tahun 2010; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 
2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. 
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Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
tanggal 4 September   2012; 

2.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
X/2012. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG 
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI 
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik 
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 butir 1 dihapus dan butir 2 diubah sehingga Pasal 
4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

1. dihapus;  

2. Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi 
persyaratan:  

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Partai Politik;  

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;  

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) 
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;  

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;  

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) 
keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota;  

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang 
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada 
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kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada 
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 
anggota;  

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir 
Pemilu;  

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 
kepada KPU; dan  

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas 
nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota kepada KPU. 

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.  
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah sehingga 

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 11 

(1) Surat pendaftaran partai politik diserahkan oleh pengurus partai 
politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan 
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1). 

(2) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan oleh pengurus partai 
politik tingkat  pusat  kepada  KPU dalam bentuk softcopy. 

(3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 
(dua) rangkap disertai daftar anggota diserahkan oleh pengurus 
partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada 
KPU kabupaten/kota. 

(4) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h diserahkan kepada KPU 
sebanyak 3 (tiga) rangkap. 

(5) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat dalam bentuk  1 
(satu) rekaman softcopy dan 3 (tiga) rangkap hardcopy, diserahkan 
kepada KPU masing-masing: 
a. 1 (satu) asli; dan  
b. 2 (dua) salinan. 

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, 
diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), 
serta ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 12 
(1) KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi 

calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota bertugas: 

a. menerima dokumen pendaftaran; 

b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi 
calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota meliputi: 
1) nama yang menyampaikan pendaftaran; 
2) nama partai politik; 
3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan 
4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik 

tingkat pusat. 
c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai 
politik melengkapi dokumen sampai akhir masa pendaftaran. 

e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai 
formulir Lampiran 1 Model F-Parpol. 

(1a) Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat pendaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai 
politik yang bersangkutan mengikuti tahap verifikasi 
administrasi. 

(2) Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi syarat 
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 
11, partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahap 
verifikasi administrasi. 

(3) Partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, dapat 
melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan 
partai politik meliputi penelitian: 
a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu 

Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
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